WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR 478/02.K/V1/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KOTA MEDAN

WALI KOTA MEDAN,

bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang  Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (8)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Keputusan Wali Kota tentang Standar
Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pemerintah Kota Medan;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2987), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973

tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
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Menetapkan
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Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun
2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2019
Tahu Nomor 7);

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 39
Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2019
Nomor 39);

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 35 Tahun 2019
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Medan (Berita
Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 35);

. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 6 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Medan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota
Medan Tahun 2020 Nomor 7);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH
KOTA MEDAN.
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KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Medan,
dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan segala sesuatu akan diadakan
perubahan dan perbaikan kembali apabila terdapat
kesalahan dan/atau kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2 Juni 2020

PIt. WALI KOTA MEDAN,
ttd

AKHYAR NASUTION

Tembusan:
1.Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2.Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
3.Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara di Medan;dan
4.Arsip.




